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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimanakah kewajiban penegak 
hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dan bagaimanakah sanksi pidana 
pelanggaran kewajiban oleh penegak hukum 
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
yang mana dengan metode penelitian hukum 
normatif disimpulkan: 1. Kewajiban aparatur 
hukum dalam sistem peradilan pidana anak di 
Indonesia, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan 
Hakim pada tingkat penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan 
negeri wajib diupayakan Diversi dan menjaga 
Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak 
Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di 
media cetak ataupun elektronik. Dalam hal 
jangka waktu sebagaimana penahanan 
dilakukan untuk kepentingan proses peradilan 
dalam hal jangka waktu telah berakhir, Anak 
wajib dikeluarkan demi hukum. Pengadilan 
wajib memberikan petikan putusan pada hari 
putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat 
atau pemberi bantuan hukum lainnya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut 
Umum dan pengadilan wajib Pengadilan wajib 
memberikan salinan putusan paling lama 5 
(lima) hari sejak putusan diucapkan kepada 
Anak atau Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, 
dan Penuntut Umum. 2. Pemberlakuan sanksi 
pidana pelanggaran kewajiban oleh aparatur 
hukum dalam sistem peradilan pidana anak di 
Indonesia baik terhadap Penyidik, Penuntut 
Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana 
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dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dipidana dengan pidana atau denda 
sesuai dengan bentuk pelanggaran atas 
kewajiban yang dilakukan oleh aparatur hukum. 
Kata kunci: peradilan pidana anak; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Sistem peradilan anak dirumuskan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak Pasal 1 angka 1: menyebutkan dalam 
Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 
keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak 
yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 
penyelidikan sampai dengan tahap 
pembimbingan setelah menjalani pidana”.5 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, maka penyelesaian perkara Anak 
yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 
penyelidikan sampai dengan tahap 
pembimbingan setelah menjalani pidana dapat 
dilaksanakan dengan memperhatikan 
kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kewajiban penegak 
hukum menurut Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak? 

2. Bagaimanakah sanksi pidana pelanggaran 
kewajiban oleh penegak hukum menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ? 

 
C. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan metode 
penelitian hukum normatif.  

 
PEMBAHASAN 
A.  Kewajiban Penegak Hukum Dalam Sistem 

Peradilan Anak Menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
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mengatur kewajiban aparatur hukum dalam 
sistem peradilan pidana anak sebagai berikut: 

1.  Pada tingkat penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan perkara Anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan 
Diversi oleh Penyidik, Penuntut Umum, 
dan Hakim; 

2.  Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau 
Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam 
pemberitaan di media cetak ataupun 
elektronik; 

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana 
penahanan dilakukan untuk kepentingan 
penuntutan, Penuntut Umum dapat 
melakukan penahanan paling lama 5 
(lima) hari. Jangka waktu penahanan atas 
permintaan Penuntut Umum dapat 
diperpanjang oleh Hakim pengadilan 
negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam 
hal jangka waktu sebagaimana dimaksud 
telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan 
demi hukum; 

4. Dalam hal penahanan dilakukan untuk 
kepentingan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, Hakim dapat melakukan 
penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. 
Jangka waktu sebagaimana dimaksud 
atas permintaan Hakim dapat 
diperpanjang oleh ketua pengadilan 
negeri paling lama 15 (lima belas) hari. 
Dalam hal jangka waktu sebagaimana 
dimaksud telah berakhir dan Hakim 
belum memberikan putusan, Anak wajib 
dikeluarkan demi hukum; 

5. Dalam hal penahanan dilakukan untuk 
kepentingan pemeriksaan di tingkat 
banding, Hakim Banding dapat 
melakukan penahanan paling lama 10 
(sepuluh) hari. Jangka waktu 
sebagaimana dimaksud atas permintaan 
Hakim Banding dapat diperpanjang oleh 
ketua pengadilan tinggi paling lama 15 
(lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu 
sebagaimana dimaksud telah berakhir 
dan Hakim Banding belum memberikan 
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi 
hukum. 

6. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan 
untuk kepentingan pemeriksaan di 
tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat 
melakukan penahanan paling lama 15 
(lima belas) hari. Jangka waktu 

sebagaimana dimaksud atas permintaan 
Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh 
Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 
(dua puluh) hari. Dalam hal jangka waktu 
sebagaimana dimaksud telah berakhir 
dan Hakim Kasasi belum memberikan 
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi 
hukum. 

7. Pengadilan wajib memberikan petikan 
putusan pada hari putusan diucapkan 
kepada Anak atau Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. 
Pengadilan wajib memberikan salinan 
putusan paling lama 5 (lima) hari sejak 
putusan diucapkan kepada Anak atau 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, 
dan Penuntut Umum. 

Kewajiban aparatur hukum dalam sistem 
peradilan pidana anak sebagaimana tersebut di 
atas diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak yang 
selengkapnya diuraikan selanjutnya. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 
ayat: 
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan perkara Anak di pengadilan 
negeri wajib diupayakan Diversi. 

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana 
yang dilakukan: 
a. diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
b. bukan merupakan pengulangan tindak 
pidana. 

Pasal 8 ayat: 
(1) Proses Diversi dilakukan melalui 

musyawarah dengan melibatkan Anak dan 
orang tua/Walinya, korban dan/atau orang 
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, 
dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan 
pendekatan Keadilan Restoratif. 

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat. 

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan: 
a. kepentingan korban;  
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b. kesejahteraan dan tanggung jawab 
Anak;  

c. penghindaran stigma negatif;  
d. penghindaran pembalasan;  
e. keharmonisan masyarakat; dan  
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 
angka (7): “Diversi adalah pengalihan 
penyelesaian perkara Anak dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana”. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 
(8): “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian 
perkara tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 
mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan 
semula, dan bukan pembalasan”. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menyatakan dalam Pasal 1 angka 7: Diversi 
adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak 
dari proses peradilan pidana ke proses di luar 
peradilan pidana. 

Tujuan Diversi diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2102 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, sebagaimana dinyatakan dalam 
Pasal 6 bahwa Diversi bertujuan: 
a. mencapai perdamaian antara korban dan 

Anak; 
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses 

peradilan; 
c. menghindarkan Anak dari perampasan 

kemerdekaan; 
d. mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi; dan 
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada 

Anak. 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2102 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, adapun substansi yang diatur 
dalam Undang-Undang ini, antara lain, 
mengenai penempatan Anak yang menjalani 
proses peradilan dapat ditempatkan di 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 
Substansi yang paling mendasar dalam Undang-
Undang ini adalah pengaturan secara tegas 
mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang 

dimaksudkan untuk menghindari dan 
menjauhkan Anak dari proses peradilan 
sehingga dapat menghindari stigmatisasi 
terhadap Anak yang berhadapan dengan 
hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke 
dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh 
karena itu, sangat diperlukan peran serta 
semua pihak dalam rangka mewujudkan hal 
tersebut. Proses itu harus bertujuan pada 
terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak 
maupun bagi korban.6  

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses 
Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam 
suatu tindak pidana tertentu bersama-sama 
mengatasi masalah serta menciptakan suatu 
kewajiban untuk membuat segala sesuatunya 
menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, 
Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi 
untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 
menenteramkan hati yang tidak berdasarkan 
pembalasan.  

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak 
berada dalam status saksi dan/atau korban 
sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga 
diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus 
mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan 
berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi 
Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua 
belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan 
bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua 
belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) 
tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. 
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak 
dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara 
Anak yang berhadapan dengan hukum wajib 
disidangkan di pengadilan pidana Anak yang 
berada di lingkungan peradilan umum.7  

Proses peradilan perkara Anak sejak 
ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya 
wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang 
memahami masalah Anak. Namun, sebelum 
masuk proses peradilan, para penegak hukum, 
keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan 
proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, 
yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan 
Keadilan Restoratif.8 Undang-Undang tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur 
mengenai keseluruhan proses penyelesaian 
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perkara Anak yang berhadapan dengan hukum 
mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 
pembimbingan setelah menjalani pidana.9 

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian 
Anak di mata hukum positif Indonesia lazim 
diartikan sebagai orang yang belum dewasa 
(minderjarig/person under age) orang yang di 
bawah umur/keadaan di bawah umur 
(minderjarigheid/inferiority) atau kerap juga 
disebut sebagai anak yang di bawah 
pengawasan wali (minderjarige ondervoordij), 
maka dengan bertitik tolak kepada aspek 
tersebut di atas ternyata hukum positif 
Indonesia (ius constitutum/ius operatum) tidak 
mengatur adanya unifikasi hukum yang baku 
dan berlaku universal untuk menemukan 
kriteria batasan umur bagi seorang anak.10 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 
ayat: 
(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau 

Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam 
pemberitaan di media cetak ataupun 
elektronik. 

(2)  Identitas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak 
Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, 
alamat, wajah, dan hal lain yang dapat 
mengungkapkan jati diri Anak, Anak 
Korban, dan/atau Anak Saksi. 

Pasal 33 ayat: 
(1)  Penahanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan 
dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. 

(2)  Jangka waktu penahanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atas permintaan 
Penyidik dapat diperpanjang oleh 
Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) 
hari. 

(3)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, 
Anak wajib dikeluarkan demi hukum. 

(4)  Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di 
LPAS. 

(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan 
dapat dilakukan di LPKS setempat. 

Pasal 34 ayat: 

                                                           
9
 Ibid. 

10
Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, 

Praktik dan Permasalahannya, Cetakan I. PT. Mandar 
Maju, Bandung, 2005, hal. 3-4. 

(1)  Dalam hal penahanan dilakukan untuk 
kepentingan penuntutan, Penuntut Umum 
dapat melakukan penahanan paling lama 5 
(lima) hari. 

(2)  Jangka waktu penahanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atas permintaan 
Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh 
Hakim pengadilan negeri paling lama 5 
(lima) hari. 

(3)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, 
Anak wajib dikeluarkan demi hukum. 

Pasal 35 ayat: 
(1)  Dalam hal penahanan dilakukan untuk 

kepentingan pemeriksaan di sidang 
pengadilan, Hakim dapat melakukan 
penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. 

(2)  Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atas permintaan Hakim dapat 
diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri 
paling lama 15 (lima belas) hari. 

(3)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan 
Hakim belum memberikan putusan, Anak 
wajib dikeluarkan demi hukum. 

Pasal 37 ayat: 
(1)  Dalam hal penahanan dilakukan untuk 

kepentingan pemeriksaan di tingkat 
banding, Hakim Banding dapat melakukan 
penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. 

(2)  Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atas permintaan Hakim Banding 
dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan 
tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. 

(3)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah 
berakhir dan Hakim Banding belum 
memberikan putusan, Anak wajib 
dikeluarkan demi hukum. 

Pasal 38 ayat: 
(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan 

untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat 
kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan 
penahanan paling lama 15 (lima belas) 
hari. 

(2)  Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi 
dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah 
Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. 

(3)  Dalam hal jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah 
berakhir dan Hakim Kasasi belum 
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memberikan putusan, Anak wajib 
dikeluarkan demi hukum. 

Pasal 62 ayat: 
(1)  Pengadilan wajib memberikan petikan 

putusan pada hari putusan diucapkan 
kepada Anak atau Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. 

(2)  Pengadilan wajib memberikan salinan 
putusan paling lama 5 (lima) hari sejak 
putusan diucapkan kepada Anak atau 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan 
Penuntut Umum. 

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan, Pasal 1 angka (1) 
menyatakan bahwa: “Jaksa adalah pejabat 
fungsional yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut 
umum dan pelaksana putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta 
wewenang lain berdasarkan undang-undang”.11 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (6) 
huruf (a) menyatakan: “Jaksa adalah pejabat 
yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan huruf 
(b): Penuntut umum adalah jaksa yang diberi 
wewenang oleh Undang-undang ini untuk 
melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim”.12  

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai 
pada penerapan yang seharusnya dari golongan 
panutan atau penegak hukum, mungkin berasal 
dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. 
Halangan-halangan yang memerlukan 
penanggulangan tersebut, adalah: 

1. Keterbatasan kemampuan untuk 
menempatkan diri dalam peranan pihak 
lain dengan siapa dia berinteraksi; 

2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; 
3. Kegiatan yang sangat terbatas untuk 

memikirkan masa depan, sehingga sulit 
untuk membuat suatu proyeksi; 

                                                           
11

 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia. 
12

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

4. Belum adanya kemampuan untuk 
menunda pemuasan suatu kebutuhan 
tertentu, terutama kebutuhan materiel; 

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya 
merupakan pasangan konservatisme.13 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, 
maka tidak mungkin penegakan hukum akan 
berlangsung dengan lancar. Sarana atau 
fasilitas, antara lain, mencakup tenaga manusia 
yang berpendidikan dan terampil, organisasi 
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan 
yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu 
tidak terpenuhi maka mustahil penegakan 
hukum akan mencapai tujuannya.14 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat 
dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di 
dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang 
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat 
mempengaruhi penegakan hukum tersebut.15 
Warga masyarakat mempunyai pengharapan 
agar polisi dengan serta merta dapat 
menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa 
memperhitungkan apakah polisi tersebut baru 
saja menamatkan pendidikan kepolisian atau 
merupakan polisi yang sudah berpengalaman. 
Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi 
yang mempunyai pangkat terendah sampai 
dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang 
yang berhadapan dengan polisi tidak “sempat” 
memikirkan taraf pendidikan yang pernah 
dialami oleh polisi dengan pangkat terendah 
misalnya.16  

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi 
dengan cara mendidik, melatih dan 
membiasakan diri untuk mempunyai sikap-
sikap sebagai berikut: 

1. Sikap yang terbuka terhadap 
pengalaman-pengalaman maupun 
penemuan-penemuan baru. Artinya 
sebanyak mungkin menghilangkan 
prasangka terhadap hal-hal yang baru 
yang berasal dari luar, sebelum dicoba 
manfaatnya; 

2. Senantiasa siap untuk menerima 
perubahan-perubahan setelah menilai 
kekurangan-kekurangan yang ada pada 
saat itu; 
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3. Peka terhadap masalah-masalah yang 
terjadi di sekitarnya dengan dilandasi 
suatu kesadaran bahwa persoalan-
persoalan tersebut berkaitan dengan 
dirinya; 

4. Senantiasa mempunyai informasi yang 
selengkap mungkin mengenai 
pendiriannya; 

5. Orientasi ke masa kini dan masa depan 
yang sebenarnya merupakan suatu 
urutan; 

6. Menyadari akan potensi-potensi yang 
ada di dalam dirinya dan percaya bahwa 
potensi-potensi tersebut akan dapat 
dikembangkan; 

7. Berpegang pada suatu perencanaan dan 
tidak pasrah pada nasib (yang buruk); 

8. Percaya pada kemampuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di dalam 
meningkatkan kesejahteraan umat 
manusia; 

9. Menyadari dan menghormati hak, 
kewajiban maupun kehormatan diri 
sendiri maupun pihak-pihak lain; 

10. Berpegang teguh pada keputusan-
keputusan yang diambil atas dasar 
penalaran dan perhitungan yang 
mantap.17 
 

B. Sanksi Pidana Pelanggaran Kewajiban Oleh 
Penegak Hukum Menurut Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
Merosotnya tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga peradilan 
tersebut tentu saja banyak disebabkan oleh 
perbuatan oknum-oknum hukum ataupun di 
luar hukum. Oknum yang rela mengadaikan 
keadilan dan kebenaran dengan uang atau 
kemewahan. Oknum tersebut bisa terdiri dari 
jaksa, pengacara, polisi bahkan juga hakim. 
Inilah yang kita sebut sebagai mafia-mafia 
peradilan.18 

Ada golongan penulis yang pertama 
merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan 
yang bulat seperti Simons yang merumuskan 

                                                           
17

 Ibid, hal. 36. 
18

Jonaedi Efendi, Mafia Hukum (Mengungkap  Praktik 
Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif 
Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif), 
Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, 
hal 6. 

bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang 
diancam dengan pidana yang bersifat melawan 
hukum yang berhubungan dengan kesalahan 
dan dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht, 
memandang rumusan Simons merupakan 
rumusan yang lengkap yang meliputi: 

a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
b. Bertentangan dengan hukum; 
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; 
d. Orang itu dipandang bertanggung jawab 

atas perbuatannya.19 
Antara larangan dan ancaman pidana ada 

hubungan yang erat, oleh karena di antara 
kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang 
satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. 
Kejadian tidak dapat dilarang jika yang 
menimbulkan bukan orang dan orang tidak 
dapat diancam pidana, jika tidak karena 
kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru 
untuk menyatakan hubungan yang erat itu, 
maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu 
suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada 
dua keadaan konkret: pertama, adanya 
kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang 
yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.20 
 Beberapa sarjana hukum 
mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, 
ialah: 

a. Untuk menakut-nakuti orang jangan 
sampai melakukan kejahatan, baik 
dengan menakut-nakuti orang banyak 
(generale preventie), maupun secara 
menakut-nakuti orang tertentu yang 
sudah menjalankan kejahatan, agar 
dikemudian hari tidak melakukan 
kejahatan lagi (special prventie); 

b. Untuk mendidik atau memperbaiki 
orang-orang yang suka melakukan 
kejahatan agar menjadi orang yang baik 
tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi 
masyarakat; 

c. Untuk mencegah dilakukannya tindak 
pidana demi pengayoman negara, 
masyarakat dan penduduk, yakni: 
1) Untuk membimbing agar terpidana 

insaf dan menjadi anggota masyarakat 
yang berbudi baik dan berguna; 
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2) Untuk menghilangkan noda-noda 
yang diakibatkan oleh tindak pidana.21 

Sanksi: akibat sesuatu perbuatan atau suatu 
reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi 
sosial) atas sesuatu perbuatan.22  

Pidana: “penderitaan yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan 
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat 
tertentu”.23 Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum 
bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.24 Sanksi pidana, strafsanctie, 
yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran 
ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau 
tindakan.25 Pidana (Straf): hukuman yang 
dijatuhkan terhadap orang yang terbukti 
bersalah melakukan delik berdasarkan putusan 
yang berkekuatan hukum tetap.26 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut.27 Dapat juga 
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang 
dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu 
diingat bahwa larangan ditujukan kepada 
perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian 
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), 
sedangkan ancaman pidananya ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.28 

Peranan penegak hukum salah satunya, 
ialah bagaimana mengaktualisasikan secara 
nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud 
dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai 
suatu sarana untuk menegakkan hukum di 
antaranya ialah dengan penerapan sanksi 
pidana.29  

Mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, 
diperlukan baik norma-norma hukum, atau 
peraturan perundang-undangan, juga aparatur 
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Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, 
Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, 2004, hal. 103. 

pengemban dan penegak hukum yang 
profesional, berintegritas, dan disiplin yang 
didukung oleh sarana dan prasarana hukum 
serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena 
itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk 
Negara Indonesia harus memiliki 
lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang 
berkualifikasi demikian. Salah satunya adalah 
Kejaksaan Republik Indonesia, disamping 
Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah 
Agung, dan bahkan Advokat/Penasehat 
Hukum/ Pengacara/Konsultan Hukum, yang 
secara universal melaksanakan penegakkan 
hukum.30 Menurut Arif Rudi Setiyawan, 
supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi 
dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun 
pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang 
berdaulat adalah hukum.31 Equality before the 
law artinya persamaan kedudukan di depan 
hukum tidak ada yang diistimewakan.32 

Praktik penyalagunaan wewenang di badan 
peradilan cenderung menguat dan merusak 
seluruh sendi peradilan, mengakibatkan 
menurunnya kewibawaan serta kepercayaan 
masyarakat dan dunia internasional terhadap 
peradilan. Keadaan badan peradilan demikian 
tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Untuk 
itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang luar 
biasa yang berorientasi terciptanya badan 
peradilan dan hakim yang sungguh-sungguh 
dapat menjamin masyarakat dan pencari 
keadilan dan memperoleh keadilan. Selain itu, 
masyarakat dan pencari keadilan diperlukan 
cara adil dalam proses pengadilan sesuai 
peraturan perundang-undangan.33 

Disadari atau tidak, terjadinya praktik 
penyalahgunaan wewenang di lembaga 
peradilan, sebagaimana dikemukakan diatas, 
disebabkan oleh banyak faktor, terutama ialah 
tidak efektifnya pengawasan internal 
(fungsional) yang ada di badan peradilan. 
Dengan demikian, pembentukan Komisi yudisial 
sebagai lembaga pengawas eksternal di 
dasarkan pada lemahnya pengawasan internal 
tersebut. Menurut Achmad Santosa, lemahnya 
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pengawasan internal tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor berikut:34 

1. Kualitas dan integritas pengawasan yang 
tidak memadai; 

2. Menyampaikan pengaduan, memantau 
proses serta hasilnya (ketiadaan akses); 

3. Semangat membela sesama korps (esprit 
de korps) yang mengakibatkan 
penjatuhan hukuman tidak seimbang 
dengan perbuatan. Setiap upaya untuk 
memperbaiki suatu kondisi yang buruk 
pasti akan mendapat reaksi dari pihak 
yang mendapatkan keuntungan dari 
kondisi yang buruk itu; dan 

4. Tidak terdapat kehendak yang kuat dari 
pimpinan lembaga penegak hukum untuk 
menindaklanjuti hasil pengawasan 
(Achmad Santosa, Naskah Kajian 
Pemetaan Pembangunan Hukum Di 
Indonesia, 2006).35  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
mengatur mengenai ketentuan pidana, Pasal 96 
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang 
dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  

Pasal 97: Setiap orang yang melanggar 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). Pasal 98 Penyidik yang dengan sengaja 
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun.  

Pasal 99 Penuntut Umum yang dengan 
sengaja tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun.  

Pasal 100 Hakim yang dengan sengaja tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat 
(3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 
101 Pejabat pengadilan yang dengan sengaja 
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Ibid, hal. 233  
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tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. 

Fiat Justitia, ruat coelum (tegakan keadilan 
meskipun langit akan runtuh). Demikian 
semboyan para penegak hukum, termasuk 
semboyan dari para korps pemakai toga, yakni 
hakim. Karana itu, di tangan para hakim 
terdapat tugas mulia dalam menegakkan 
keadilan, terlebih lagi karena ditangan para 
hakim terdapat pula yang akan memutus suatu 
perkara, sehingga menyebabkan banyak 
putusan penting dalam hidup manusia ada 
ditangan hakim ini. Jadi, tidaklah berlebihan jika 
dikatakan bahwa hakim adalah wakil Tuhan di 
dunia dan kepada Tuhanlah hakim nantinya 
mempertanggungjawabkan atas segala 
tindakannya selama di dunia ini. Dengan 
demikian, tidaklah berlebihan pula jika dalam 
suatu putusan pengadilan selalu diawali oleh 
kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan 
Katuhanan Yang Masa Esa. Karena itu, 
dibutuhkan standar yang lebih tinggi bagi hakim 
dalam berbuat dan bertingkah laku (high 
standards of conduct).36 Apabila dilihat dari 
sifat para hakim seperti yang dilambangkan 
dalam Panca Darma Hakim tersebut, terlihat 
betapa mulianya sifat korps hakim ini. Hal ini 
memang harus demikian, mengingat di tangan 
para hakimlah butir-butir keadilan akan 
mengalir lewat putusan-putusan yang akan 
diberikannya37. 

Salah satu masalah yang sangat prinsipil 
dalam hal melaksanakan tugas hakim yang 
berhubungan dengan masalah etika dan 
profesionalismanya adalah bahwa hakim tidak 
boleh memihak. Maka hakim tersebut harus 
dididkualifikasi sebagai hakim atas kasus 
tersebut. Misalnya jika hakim mempunyai 
kepentingan atau hubungan tertentu dengan 
perkara atau dengan salah satu pihak yang 
berperkara. Dalam hal ini, hakim tersebut harus 
mengundurkan diri dari hakim yang mengadili 
kasus yang bersangkutan.38  

Jadi, hakim harus bijaksana, mempunyai 
integritas yang tinggi, tidak memihak, tidak 
dapat dipengaruhi oleh siapa pun, serta tentu 
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saja harus profesional dan berpengetahuan 
tinggi. Hanya dari tangan hakim yang 
memenuhi syarat-syarat tersebutlah yang 
dapat diharapkan akan lahir suatu putusan yang 
tepat, adil, dan sesuai nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat.39  

Profesi berbeda dengan pekerjaan pada 
umumnya. Di antara para sarjana belum ada 
kata sepakat mengenai batasan sebuah profesi. 
Hal ini terutama disebabkan oleh belum adanya 
suatu standar (yang telah disepakati). Umum 
mengenai pekerjaan atau tugas yang 
bagaimanakah yang dikatakan dengan profesi 
tersebut. Sebuah profesi terdiri dari 
sekelompok terbatas orang-orang yang 
memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian 
itu mereka dapat melakukan fungsinya di dalam 
masyarakat dengan lebih baik dibandingkan 
dengan warga masyarakat lain pada 
umumnya.40 

Sebuah profesi adalah sebutan atau jabatan 
di mana orang yang menyandangnya memiliki 
pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui 
latihan/training atau sejumlah pengalaman lain 
atau mungkin diperoleh sekaligus kedua-
keduanya. Penyandang profesi dapat 
membimbing atau member nasihat dan saran 
atau juga melayani orang lain dalam bidangnya 
sendiri.41  

Kode Etik sebetulnya bukan merupakan hal 
yang baru. Sudah sangat lama dilakukan usaha-
usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu 
kelompok khususnya dalam masyarakat melalui 
ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi 
pegangan pokok anggota profesi untuk tetap 
menjalankan hakikat moralitas kegiatan 
profesinya. Dengan posisi seperti ini setiap 
orang yang menjalin hubungan dengan sebuah 
profesi memiliki jaminan atas keperluannya 
berupa jaminan pelayanan sesuai dengan 
lingkup profesi. Kode etik dengan demikian 
memberikan jaminan dalam persoalan 
pelayanan profesi dan menghindarkan dari 
perbuatan tercela.42 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
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1.  Kewajiban aparatur hukum dalam sistem 
peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu 
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim 
pada tingkat penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan perkara Anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan 
Diversi dan menjaga Identitas Anak, Anak 
Korban, dan/atau Anak Saksi wajib 
dirahasiakan dalam pemberitaan di 
media cetak ataupun elektronik. Dalam 
hal jangka waktu sebagaimana 
penahanan dilakukan untuk kepentingan 
proses peradilan dalam hal jangka waktu 
telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan 
demi hukum. Pengadilan wajib 
memberikan petikan putusan pada hari 
putusan diucapkan kepada Anak atau 
Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, 
dan Penuntut Umum dan pengadilan 
wajib Pengadilan wajib memberikan 
salinan putusan paling lama 5 (lima) hari 
sejak putusan diucapkan kepada Anak 
atau Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum. 

2. Pemberlakuan sanksi pidana pelanggaran 
kewajiban oleh aparatur hukum dalam 
sistem peradilan pidana anak di 
Indonesia baik terhadap Penyidik, 
Penuntut Umum, dan Hakim yang 
dengan sengaja tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
dipidana dengan pidana atau denda 
sesuai dengan bentuk pelanggaran atas 
kewajiban yang dilakukan oleh aparatur 
hukum. 

 
B.  Saran 

1.  Kewajiban aparatur hukum dalam sistem 
peradilan pidana anak di Indonesia perlu 
dilaksanakan dengan penuh tanggung 
jawab Mengingat ciri dan sifat yang khas 
pada Anak dan demi perlindungan 
terhadap Anak, perkara Anak yang 
berhadapan dengan hukum yang 
disidangkan di pengadilan pidana Anak 
yang berada di lingkungan peradilan 
umum, dalam Proses peradilan perkara 
Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili 
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pembinaannya wajib dilakukan oleh 
pejabat khusus dan sebelum masuk 
proses peradilan, para penegak hukum, 
keluarga, dan masyarakat wajib 
mengupayakan proses penyelesaian di 
luar jalur pengadilan, yakni melalui 
Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan 
Restoratif. 

2.  Pemberlakuan sanksi pidana pelanggaran 
kewajiban oleh aparatur hukum dalam 
sistem peradilan pidana anak di 
Indonesia perlu diterapkan khususnya 
untuk mencegah untuk memberikan efek 
jera dan bagi aparatur hukum lainnya 
tidak meniru perbuatan yang sama demi 
mencegah terjadinya pelanggaran atas 
hak anak yang sementara menjalani 
proses penyelesaian perkara dalam 
sistem peradilan anak.  
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